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Hal  : Penyampaian Daftar 97 Negara Sahabat yang Menjalin 

Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) 
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Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  

u.p. Kepala Divisi Keimigrasian 

di Seluruh Indonesia 

 

 Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Nomor 

03239/PK/12/2023/64 tanggal 11 Desember 2024 perihal Penyampaian Revisi Daftar 97 

Negara Sahabat yang Menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan 

Pemerintah RI per 11 Desember 2023, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai 

berikut: 

1. Seiring dengan semakin berkembangnya kerja sama yang dijalin Pemerintah RI dengan 

para negara sahabat, termasuk kerja sama pembebasan visa bagi pemegang paspor 

diplomatik dan dinas (PBVDD), bersama ini kami sampaikan daftar terbaru negara sahabat 

yang menjalin PBVDD dengan Pemerintah RI per 11 Desember 2023, yang sekarang 

mencakup 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Negara); 

2. Terdapat kekeliruan penulisan masa tinggal pemegang paspor Diplomatik dan Dinas 

Belanda (Netherlands) dan Myanmar dengan catatan sebagai berikut: 

a. Pemegang paspor diplomatik dan dinas Myanmar memiliki lama tinggal selama 30 

(tiga puluh) hari dan seharusnya tertulis 14 (empat belas) hari; 

b. Pemegang paspor diplomatik dan dinas Belanda (Netherlands) memiliki lama tinggal 

selama 14 (empat belas) hari dan seharusnya tertulis 30 (tiga puluh) hari. 

3. Sesuai dengan ketentuan dalam PBVDD, maka pemegang paspor diplomatik dan dinas 

yang berasal dari ke-97 negara sahabat dapat berkunjung ke wilayah Republik Indonesia 

tanpa visa selama maksimal 30 (tiga puluh) hari tanpa kewajiban membawa dokumen 

pendukung, sesuai prinsip resiprositas. 
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4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara untuk memerintahkan 

Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI di wilayah kerjanya, untuk: 

a. Orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang memasuki wilayah 

Indonesia tanpa visa diberikan izin masuk sekaligus izin tinggal sesuai ketentuan 

(terlampir); 

b. Membantu kelancaran kedatangan orang asing pemegang paspor diplomatik dan 

paspor dinas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur 

Lalu Lintas Keimigrasian, apabila ditemukan permasalahan. 

 

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi, 

       Direktur Lalu Lintas Keimigrasian

   

 

 

                     Pramella Yunidar Pasaribu 

                     NIP. 19650611 199403 2 001 

 
 
Tembusan: 

1. Direktur Jenderal Imigrasi; 

2. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; 

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia; 

4. Kepala  Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia yang membawahi TPI; 

5. Arsip----------------------------------------------------------------------------------------------. 
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